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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat 
dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Diperusahaan Sumber Rizky Furniture terdapat dua bentuk komisi, 
yaitu komisi berupa persentase penjualan dan komisi berupa insentif. 
Kedua komisi tersebut telah dibuat sebelum pekerjaan dimulai, antara 
Sumber Rizky Furniture dengan para SPB (Sales Promotion Boy) dan 
telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari kedua komisi tersebut di 
atas, perusahaan hanya memberikan ketentuan persentase saja, 
sedangkan komisi insentif tidak diberikan oleh perusahaan. 
Dikarenakan perusahaan hanya melihat penjualan para SPB (Sales 
Promotion Boy) yang sudah memenuhi omset penjualan saja, 
selebihnya jumlah penjualan yang lain perusahaan tidak menghitung.  
2. Adapun hukum Islam mengenai praktek pemberian komisi kepada 
SPB (Sales Promotion Boy) di Sumber Rizky Furniture Bandar 
Lampung adalah tidak boleh, karena bertentangan dengan syara’ yaitu 
upah tidak diberikan sesuai dengan hasil kerja para karyawan. Dalam 
akad Ji’alah memang diperbolehkan tiap-tiap pihak untuk 
membatalkan atau menghentikan perjanjian sebelum bekerja dan dia 
tidak mendapat upah walaupun dia sudah bekerja. Tetapi kalau yang 
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membatalkan dari pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja 
berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dikerjakan. 
 Dalam menetapkan upah yang harus diterima oleh karyawan 
haruslah jelas berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi 
yang telah dilakukan, dilandasi dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai 
dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, akad dalam 
Sumber Rizky Furniture bertentangan dengan rukun dan syarat Ji’alah 
dalam melakukan transaksi atau bermuamalah. 
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, kiranya dapat beberapa saran-
saran sebagai berikut:  
1. Pihak Perusahaan seharusnya dalam memberikan upah komisi kepada 
para pekerja terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dengan 
membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Sistem tersebut umumnya 
berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada misalnya mulai dari 
jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja, komunikasi 
dengan pekerja lain, perilaku, pengetahuan atas pekerjaan, dan lain 
sebagainya. Dalam menetapkan upah yang harus diterima oleh tenaga 
kerja haruslah dilandasi dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai 
dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, maka apabila 
pihak manajemen betul-betul memahami pentingnya pemberian 
insentif atau upah komisi kepada karyawan maka akan dapat tercipta 
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hubungan yang saling menguntungkan antara karyawan dan pihak 
manajemen (perusahaan). 
2. Kepada semua pihak yang melakukan akad perjanjian pemberian 
insentif atau upah komisi kepada karyawan agar memperhatikan nash 
(al- Qur’an as-Sunnah), agar dapat tercipta sistem pemberian komisi 
yang tidak melanggar syara’, sehingga akan tercipta sebuah sistem 
ekonomi yang baik dan tidak akan merugikan orang lain. 
 
 
